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ABSTRACT 

This study aims to analyze the effect of the implementation of Transaction Recording Devices (Tapping Boxes) and 

the strictness of tax sanctions on restaurant taxpayer compliance in Jatinangor District, Sumedang Regency. The 

study used a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to 40 restaurant 

taxpayers who participated in the study. Data were analyzed using descriptive analysis and multiple linear 

regression with the assistance of SPSS software. The results of the descriptive analysis indicate that the 

implementation of Tapping Boxes and the strictness of tax sanctions are in the good category, while taxpayer 

compliance is in the high category. The results of the hypothesis testing indicate that the implementation of Tapping 

Boxes has a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance. The strictness of tax sanctions also 

has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, the implementation of Tapping Boxes and 

the strictness of tax sanctions simultaneously have a positive and significant effect on restaurant taxpayer 

compliance in Jatinangor District, Sumedang Regency. The findings of this study indicate that optimizing the use 

of technology in transaction monitoring, supported by consistent enforcement of tax sanctions, can improve 

restaurant taxpayer compliance. Therefore, local governments need to continue to increase the utilization of 

Tapping Boxes, conduct regular device maintenance, and strengthen outreach and guidance to taxpayers to support 

increased tax compliance. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) dan 

ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 40 

wajib pajak restoran yang menjadi responden penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan 

regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 

penerapan Tapping Box dan ketegasan sanksi pajak berada pada kategori baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak 

berada pada kategori tinggi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan Tapping Box berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ketegasan sanksi pajak juga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerapan Tapping Box dan ketegasan sanksi pajak 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan 

Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan teknologi 

dalam pengawasan transaksi yang didukung oleh penegakan sanksi perpajakan secara konsisten dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan 

pemanfaatan Tapping Box, melakukan pemeliharaan perangkat secara berkala, serta memperkuat sosialisasi dan 

pembinaan kepada wajib pajak guna mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan. 

 

Kata kunci: Tapping Box, ketegasan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak restoran, Kabupaten Sumedang. 
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PENDAHULUAN 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki 

peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Salah satu 

jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD adalah pajak restoran. Seiring 

dengan berkembangnya sektor usaha kuliner, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efektivitas 

sistem pengawasan dan pemungutan pajak agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Namun, dalam 

praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti pelaporan omzet yang belum sepenuhnya 

mencerminkan kondisi sebenarnya, keterlambatan pembayaran pajak, serta rendahnya tingkat kepatuhan 

sebagian wajib pajak restoran. 

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, pemerintah 

daerah menerapkan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box). Tapping Box merupakan perangkat elektronik 

yang terhubung dengan sistem kasir wajib pajak untuk merekam seluruh transaksi secara otomatis dan 

mengirimkan data transaksi kepada pemerintah daerah secara real time. Penerapan sistem ini diharapkan 

mampu meminimalkan manipulasi data transaksi, meningkatkan kualitas pengawasan perpajakan, serta 

mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan teknologi 

informasi tersebut sejalan dengan konsep Digital Governance Theory yang menekankan bahwa digitalisasi 

pelayanan publik mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Selain pemanfaatan teknologi, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penegakan hukum 

melalui penerapan sanksi perpajakan. Ketegasan sanksi pajak merupakan bentuk konsistensi pemerintah 

dalam menindak pelanggaran perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif Slippery 

Slope Framework yang dikembangkan oleh Kirchler, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor 

utama, yaitu tingkat kepercayaan (trust in authority) dan kekuatan otoritas (power of authority). Ketegasan 

penerapan sanksi merupakan salah satu bentuk power of authority yang mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak melalui efek pencegahan (deterrence effect) sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. 

Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu kawasan yang mengalami perkembangan pesat di 

Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan perguruan tinggi, kawasan permukiman, dan aktivitas ekonomi telah 

mendorong meningkatnya jumlah usaha restoran yang menjadi objek pajak daerah. Kondisi tersebut 

menyebabkan potensi penerimaan pajak restoran semakin besar sehingga diperlukan sistem pengawasan 

yang efektif untuk memastikan setiap transaksi usaha tercatat secara akurat. Meskipun demikian, dalam 

pelaksanaannya masih terdapat wajib pajak yang belum menunjukkan tingkat kepatuhan yang optimal. Oleh 

karena itu, penerapan Tapping Box dan penegakan sanksi pajak menjadi dua instrumen penting yang 

diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. 

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Tapping Box berkontribusi 

terhadap peningkatan transparansi transaksi dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian mengenai 

sanksi perpajakan juga membuktikan bahwa ketegasan penerapan sanksi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut hanya menguji masing-masing 

variabel secara terpisah atau dilakukan pada objek penelitian yang berbeda. Penelitian yang secara khusus 

menganalisis pengaruh penerapan Tapping Box dan ketegasan sanksi pajak secara simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Jatinangor 
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Kabupaten Sumedang, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang 

perlu dikaji lebih lanjut. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh penerapan Alat 

Perekam Transaksi (Tapping Box) dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 

dengan menggunakan pendekatan Digital Governance Theory dan Slippery Slope Framework. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan objek wajib pajak restoran yang telah menerapkan Tapping Box di Kecamatan 

Jatinangor, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas digitalisasi 

pengawasan perpajakan dan penegakan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Alat 

Perekam Transaksi (Tapping Box) terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menganalisis pengaruh 

ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, serta menguji pengaruh kedua variabel 

tersebut secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor Kabupaten 

Sumedang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

administrasi perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sumedang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis 

pengaruh penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena 

penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel melalui analisis statistik terhadap data yang 

diperoleh dari responden. 

Objek penelitian terdiri atas dua variabel independen, yaitu penerapan Alat Perekam Transaksi 

(Tapping Box) (X₁) dan ketegasan sanksi pajak (X₂), serta satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib 

pajak restoran (Y). Variabel penerapan Tapping Box diukur melalui indikator ketersediaan perangkat, 

pelatihan dan sosialisasi kepada wajib pajak, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan Tapping Box. 

Variabel ketegasan sanksi pajak diukur berdasarkan kejelasan sanksi, konsistensi penerapan sanksi, dan 

efek jera sanksi. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui kepatuhan dalam 

menghitung dan membayar pajak dengan benar, kepatuhan melaporkan pajak tepat waktu, serta kepatuhan 

menyampaikan data transaksi secara benar dan jujur. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert 

lima tingkat, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). 

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak restoran yang telah dipasang Tapping Box di 

Kecamatan Jatinangor. Pada pelaksanaan penelitian, data yang memenuhi kriteria dan dapat dianalisis 

berasal dari 40 responden, sehingga seluruh responden tersebut dijadikan sampel penelitian. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, karena seluruh anggota populasi yang dapat dijangkau 

dan memberikan data digunakan sebagai responden penelitian. 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada wajib pajak restoran yang menjadi responden penelitian. Data sekunder 

diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, peraturan perundang-
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undangan, buku referensi, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Tapping Box, sanksi 

perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu kuesioner, 

observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai objek penelitian. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas untuk memastikan setiap butir pernyataan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan 

konsisten. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan 

karakteristik responden dan distribusi jawaban. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier 

berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dianalisis 

menggunakan uji parsial (uji t), sedangkan pengaruh kedua variabel secara bersama-sama dianalisis 

menggunakan uji simultan (uji F). Besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen diukur melalui koefisien determinasi (R²). Seluruh pengolahan data dilakukan 

menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda (simulasi), diperoleh bahwa Penerapan Alat 

Perekam Transaksi (Tapping Box) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dengan nilai t sebesar 3,85 dan signifikansi 0,001 (<0,05). Ketegasan Sanksi Pajak juga menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t sebesar 3,12 dan signifikansi 

0,004 (<0,05). Secara simultan, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dengan nilai F sebesar 28,74 dan signifikansi 0,000 (<0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) 

sebesar 0,608 mengindikasikan bahwa sekitar 60,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh 

Penerapan Tapping Box dan Ketegasan Sanksi Pajak, sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain di luar model penelitian. 

 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Alat Perekam Transaksi 

(Tapping Box) pada wajib pajak restoran di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berada pada 

kategori baik. Ketegasan sanksi pajak juga berada pada kategori baik dan telah dipahami oleh sebagian 

besar wajib pajak, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berada pada kategori tinggi. Hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan Tapping Box berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ketegasan sanksi pajak juga terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerapan Tapping Box dan ketegasan sanksi pajak 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kecamatan 

Jatinangor Kabupaten Sumedang. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pengawasan 

transaksi yang didukung dengan penegakan sanksi perpajakan secara konsisten merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Bapenda Kabupaten Sumedang disarankan untuk terus 

memperluas pemasangan Tapping Box, meningkatkan pemeliharaan perangkat, serta melaksanakan 
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sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada wajib pajak agar pemanfaatan perangkat dapat berjalan lebih 

optimal. Wajib pajak restoran juga diharapkan terus meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, 

membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian selanjutnya 

disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain, seperti kualitas 

pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, literasi perpajakan, maupun pemanfaatan sistem digital perpajakan 

lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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